BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang
penyelesaian pembagian harta bersama sebagai harta warisan dalam
putusan Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.LB di Pengadilan Agama Lubuk Basung
dapat diambil beberapa kesimpulan di dalam penelitian ini, yaitu sebagai
berikut:

1. Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 122 /Pdt.G/2022/PA.LB
tidak secara eksplisit menyebut prinsip-prinsip fikih mawaris, namun
substansi perkara dan pertimbangan hukumnya mencerminkan
penerapan prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam, seperti
terpenuhinya unsur muwarris, warits, dan harta peninggalan, serta
pentingnya pemisahan antara harta bersama dan harta warisan. Sengketa
mengenai status kepemilikan sebidang tanah dalam perkara ini
menunjukkan bahwa pembagian warisan dalam Islam tidak dapat
dilakukan tanpa kejelasan objek harta dan siapa yang berhak atasnya.
Dengan demikian, meskipun belum sampai pada tahap hisab waris,
putusan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip faraidh tetap dapat
diidentifikasi secara implisit dalam praktik peradilan, sebagai upaya
menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian harta
peninggalan.

2. Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pengadilan dalam perkara
pembagian harta bersama setelah wafatnya salah satu pasangan suami
istri, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor
122/Pdt.G/2022/PA.LB, lebih banyak berkutat pada aspek prosedural
daripada substansi hukum waris Islam. Ketidakjelasan objek sengketa,
lemahnya bukti tertulis tentang kepemilikan bersama, pengakuan adanya

dana warisan, ketiadaan perjanjian perkawinan, dan strategi hukum yang
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kurang tepat dari pihak penggugat menjadi alasan utama hakim tidak
melanjutkan perkara ke tahap pembagian warisan berdasarkan prinsip
faraidh. Oleh karena itu, meskipun secara teori pembagian warisan
menurut fikih mawaris dapat diterapkan, dalam praktiknya proses
tersebut bergantung pada terpenuhinya syarat formil dan materiil yang
sesuai dengan hukum acara perdata Islam di Indonesia.

3. Penyelesaian konflik pembagian harta bersama dan warisan dalam
Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 276 /Pdt.G/2022 /PA.LB
menunjukkan penerapan prinsip-prinsip fikih mawaris secara substantif
dan kontekstual. Meskipun akta perdamaian tidak menjelaskan secara
rinci asal-usul pembagian proporsional 9/15 atau. 7,5/15, proses mediasi
yang melibatkan kesepakatan para pihak tetap mengedepankan nilai
keadilan, musyawarah, dan kerelaan, sejalan dengan prinsip takharruj
dalam fikih waris. Struktur pembagian warisan yang diberikan kepada
para ahli waris, yaitu istri, ibu, anak laki-laki, dan anak-anak perempuan,
telah sesuai dengan ketentuan faraidh baik dari sisi ashabul furudh
maupun ashabah. Keputusan ini tidak hanya menghindari konflik
berkepanjangan melalui jalur litigasi, tetapi juga memberikan solusi yang
harmonis dengan menjembatani kepentingan hukum, syari‘ah, dan
kekeluargaan. Oleh karena itu, mediasi dalam perkara ini dapat dinilai
sebagai bentuk peradilan yang reflektif terhadap semangat hukum Islam,
yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap realitas

sosial dan kebutuhan damai para pihak.

5.2 Saran

Peneliti selanjutnya ada baiknya mencoba mendekatkan prinsip-
prinsip fikih mawaris dengan atiran hukum positif yang beérlakui di
Indonesia, seperti Kompilasi Huikum Islam dan kéténtuan dalam peradilan
agama. Tujuannya bukan sekadar membandingkan teks, tétapi memahami

bagaimana nilai-nilai waris Islam bénar-bénar dijalankan dalam praktik
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sehari-hari di pengadilan. Déngan pendékatan yang lebih mémbumi ini, hasil
penelitian kéi1 dépan diharapkan mampul mémbéri gambaran yang lebih
menyeéelurih—bukan hanya soal téori, tapi juga bagaimana hukum ituithidup

dan menyentuh persoalan nyata di tengah masyarakat.
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